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Abstract 
The law of inheritance in Islam emerged through a long historical journey influenced by 

theological and socio-cultural contexts. Before the advent of Islam, the strong patriarchal 

system in pre-Islamic Arab society positioned adult males as the sole heirs, while women 

and children were often neglected. Islam introduced reforms by establishing inheritance 

rights for all parties, including women and children, based on the principle of distributive 

justice as outlined in the Qur'an and Sunnah. The Islamic inheritance system is individual 

and bilateral, granting rights to heirs through both paternal and maternal lineage without 

discrimination based on gender or age. In Indonesia, Islamic inheritance law has 

developed through integration with customary law and is codified in the Compilation of 

Islamic Law (KHI). This demonstrates the flexibility of Islamic law to adapt to local social 

needs without compromising its universal values. Nonetheless, the implementation of 

inheritance law still faces challenges, such as a lack of understanding and differing 

interpretations within society. A socio-anthropological study of inheritance law reveals 

that it is not solely based on religious teachings but also functions as a response to 

evolving social needs, providing relevant and just solutions for Muslim communities. 
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Abstrak 

Hukum kewarisan dalam Islam lahir melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh 

konteks teologis dan sosial-budaya. Sebelum Islam datang, sistem patriarki yang kuat di 

masyarakat Arab pra-Islam menempatkan laki-laki dewasa sebagai satu-satunya 

penerima warisan, sementara perempuan dan anak-anak sering kali diabaikan. Islam 

membawa reformasi dengan menetapkan hak-hak warisan untuk semua pihak, termasuk 

perempuan dan anak-anak, berdasarkan prinsip keadilan distributif yang diatur dalam Al-

Qur'an dan sunnah. Sistem kewarisan Islam bersifat individual dan bilateral, memberikan 

hak kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu tanpa membedakan jenis 

kelamin atau usia. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam berkembang melalui integrasi 

dengan hukum adat dan disahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini 

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial lokal 

tanpa meninggalkan nilai-nilai universalnya. Meskipun begitu, pelaksanaan hukum 

kewarisan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan perbedaan 

interpretasi di masyarakat. Telaah sosio-antropologis terhadap hukum kewarisan 

menunjukkan bahwa hukum ini tidak hanya berlandaskan ajaran religius, tetapi juga 

berfungsi sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang, 

memberikan solusi yang relevan dan adil bagi umat Muslim. 
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A. Pendahuluan 

Setiap manusia menjalani perjalanan hidup yang dimulai dengan kelahiran, 

dilanjutkan dengan kehidupan di bumi, dan diakhiri dengan kematian. Dalam proses 

tersebut, berbagai aspek hukum dan pengaruh muncul, terutama bagi mereka yang 

memiliki hubungan dengan individu tersebut, baik melalui hubungan darah (nasab) 

maupun pernikahan (Projodikoro 1983: 13). Saat seseorang lahir, ia langsung 

memiliki hak dan kewajiban sebagai individu yang berinteraksi dengan orang lain, 

termasuk orang tua, kerabat, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Dalam setiap 

tahap kehidupan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, hak 

dan kewajiban ini selalu melekat. Hak dan kewajiban tersebut mencakup perannya 

sebagai pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama, yang 

semuanya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat agama.  

Kematian seseorang juga membawa konsekuensi hukum terhadap dirinya 

sendiri, keluarga, dan masyarakat. Misalnya, terdapat kewajiban untuk mengurus 

jenazah, yang merupakan fardhu kifayah bagi mereka yang ditinggalkan. (Usman dan 

Somawinata, 2002: 1) Selain itu, ada pula aspek hukum terkait warisan, di mana ahli 

waris memiliki hak atas harta peninggalan almarhum sesuai ketentuan hukum waris 

dalam Islam. Hukum waris mengatur alokasi harta peninggalan kepada ahli waris, 

menetapkan siapa yang berhak menerima warisan, siapa yang terhalang, serta 

menentukan pembagiannya (Mulyadi, 2008: 13). 

Namun, pembagian warisan kadang-kadang menimbulkan permasalahan, 

seperti kebingungan mengenai sebab-sebab menerima warisan, halangan 

penerimaan, serta hak-hak yang harus diselesaikan sebelum pembagian dilakukan. 

(Rofiq, 2001: 4). Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman dan solusi 

kepada ahli waris. Selain itu, perlu dijelaskan hukum kewarisan Islam berdasarkan 

historiografinya, mencakup sejarah kewarisan pada masa pra-Islam, awal Islam, 

hingga implementasinya di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami 

permasalahan seperti sebab-sebab dan halangan dalam warisan serta perkembangan 

hukum kewarisan Islam di berbagai konteks. 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan studi 

kepustakaan. Peneliti memperoleh Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 

dan menganalisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku teks 

pendidikan, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Definisi Kewarisan Islam 

Menurut Umam (1999: 11) kata "waris" berasal dari bahasa Arab miras, 

dengan bentuk jamak mawaris, yang berarti harta peninggalan seseorang yang telah 

meninggal dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang membahas tentang 

waris dikenal dengan istilah ‘Ilm al-Mawarith atau lebih umum disebut faraidh. 

Istilah faraidh sendiri merupakan bentuk jamak dari kata faridah, yang oleh para 

ulama faradiyun diartikan setara dengan mafrudah, yaitu bagian yang sudah 

ditetapkan kadarnya.  

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan didefinisikan 

sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta 

peninggalan (tirkah) dari pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, 

serta menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris (Depag RI, 2002: 81). 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ilmu faraidh atau ilmu waris 

membahas pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia 

kepada pihak yang masih hidup. Hal ini mencakup jenis harta peninggalan, pihak-

pihak yang berhak menerimanya, besaran bagian masing-masing ahli waris, serta 

mekanisme pembagian harta peninggalan tersebut (Usman dan Somawinata, 2002: 

15). 

Sistem Kewarisan Islam menurut Syarifuddin (2004: 21) dalam hukum Islam, 

pembagian warisan dilakukan melalui sistem yang bersifat individual dan bilateral. 

Sistem ini memungkinkan harta peninggalan dibagikan kepada masing-masing ahli 

waris secara personal. Setiap ahli waris memperoleh bagiannya sendiri tanpa 

bergantung atau terikat dengan ahli waris lainnya. Prinsip ini merujuk pada kaidah 

dalam usul fikih, yaitu ahliyah al-wujub, yang menyatakan bahwa setiap individu 

memiliki kapasitas untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban. Oleh karena 
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itu, setiap ahli waris berhak untuk menuntut bagiannya secara independen atau 

memilih untuk tidak melakukannya. 

Dalam sistem ini, hak warisan tidak dibedakan berdasarkan urutan kelahiran, 

usia, atau status pernikahan. Baik anak sulung, anak tengah, anak bungsu, anak yang 

sudah dewasa, maupun yang baru lahir, se .muanya me .miliki hak atas harta 

pe.ninggalan orang tua me.re .ka (Anshari, 1999: 46). Namun, pe .rbe .daan be.sarnya 

bagian yang dite .rima ole.h masing-masing ahli waris didasarkan pada tingkat 

tanggung jawab yang harus me.re .ka e .mban dalam ke.luarga. Misalnya, anak laki-laki 

yang me .miliki ke.wajiban me.nafkahi ke .luarga me.ne .rima bagian yang le .bih be.sar 

dibandingkan anak pe .re.mpuan, yang tidak me.mikul tanggung jawab te.rse.but 

(Basyir, 2004: 133). 

Siste.m pe.mbagian warisan yang be .rsifat individual ini se.suai de.ngan sifat 

dasar manusia yang ce .nde.rung me .nyukai ke .pe .milikan pribadi dan ingin me.miliki 

harta be .nda se .cara mandiri. Se.cara naluriah, manusia me.miliki ke.inginan untuk te.rus 

me.mpe.rkaya diri dan se.ring me .rasa e .nggan me.ngalokasikan hartanya untuk 

ke.pe .rluan orang lain. Ke .inginan ini tidak akan be .rhe .nti, bahkan se .te .lah se .se.orang 

me.mpe.role .h apa yang diinginkannya, ke .cuali ke.matian yang me .nghe .ntikan 

dorongan te .rse .but. 

Menurut Syarifuddin (2004: 23) dalam hukum ke.warisan Islam, siste.m 

pe.mbagian warisan se .cara kole .ktif tidak dianggap se .jalan de .ngan prinsip-prinsip 

ajaran Islam. Hal ini kare .na pe .mbagian kole .ktif be.rpote.nsi me.rugikan pihak te.rte .ntu, 

se.pe .rti anak yatim, yang mungkin me .miliki hak atas bagian te .rte .ntu dari harta 

pe.ninggalan. 

Se.lain be.rsifat individual, hukum ke.warisan Islam juga me .nggunakan siste.m 

bilate.ral, yang me .mungkinkan pe .ralihan harta warisan me .lalui dua jalur ke.turunan, 

yaitu dari pihak ayah dan pihak ibu. Se.bagai contoh, se.orang laki-laki me.miliki hak 

untuk me.ne .rima warisan dari ke .dua orang tuanya, de.mikian pula se .orang pe .re .mpuan 

be.rhak me .ndapatkan warisan dari pihak ayah maupun ibu (Thalib, 2004: 6-7). 

Dalam praktiknya, ahli waris yang me .miliki hubungan le .bih de.kat de.ngan 

pe.waris dibe .rikan prioritas dibandingkan ke .rabat yang hubungan ke .ke.rabatannya 

le.bih jauh. Se.lain itu, ke.rabat yang me .miliki hubungan le .bih kuat de.ngan pe.waris 

le.bih diutamakan daripada yang me .miliki hubungan le.bih le .mah. Misalnya, se.orang 
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ayah le .bih diutamakan dibandingkan se .orang kake.k, dan saudara se .kandung le .bih 

diutamakan dibandingkan saudara yang hanya se .ayah. 

Te.laah Se.jarah Te.rbe.ntuknya Hukum Ke.warisan Islam 

1. Hukum Waris Masa Pra Islam 

Pada e .ra pra-Islam, masyarakat Arab dike .nal de.ngan ke .hidupan jahiliah 

yang pe .nuh ke.tidakadilan dan konflik. Ke.hidupan e.konomi me.re .ka sangat 

be.rgantung pada pe .rdagangan, pe .njarahan, dan rampasan pe .rang. Ke .kayaan 

ce .nde.rung te .rkonse .ntrasi pada laki-laki de .wasa yang me .miliki ke.kuatan fisik, 

ke.mampuan, dan ke .kuasaan. Hal ini be.rimbas pada pe.mbagian harta warisan, di 

mana pe .re .mpuan dan anak-anak tidak me .ndapatkan bagian. 

Siste.m pe.mbagian warisan pada masa itu didasarkan pada garis ke .turunan 

dan alasan te .rte .ntu (Sufyan, 2012: 7). Siste.m patriline.al sangat dominan, yang 

me.nye .babkan hanya laki-laki de.wasa yang dianggap layak me.ne .rima warisan. 

Anak-anak ke .cil dan pe .re.mpuan me .skipun te.rmasuk ahli waris, tidak dibe.rikan 

hak (Muhibbudin, 2009: 32). Pandangan yang be .rlaku adalah bahwa pe .re .mpuan, 

yang tidak ikut be .rpe.rang atau me .mpe.rtahankan suku, dianggap tidak layak 

me.ndapatkan warisan (Ash –Shabuni, 1995: 10). Bahkan, pe .re .mpuan se .ring kali 

dipe.rlakukan se .bagai harta yang dapat diwariskan ke.pada ahli waris laki-laki.  

Se.lain hubungan darah, warisan juga dibe .rikan ke .pada pihak yang 

me.miliki pe.rjanjian te .rte.ntu atau ke .pada anak adopsi (Sabiq, 1972: 3). Tradisi ini 

me.mpe.rlihatkan diskriminasi yang sangat kuat te .rhadap pe .re .mpuan dan anak-

anak dalam budaya pra-Islam. 

2. Hukum Waris Masa Awal Islam 

Pada masa awal Islam, siste.m pe.mbagian warisan yang be .rlaku masih 

dipe.ngaruhi ole .h tradisi jahiliah hingga turunnya ayat dalam Al-Qur'an yang 

me.ne .tapkan bahwa laki-laki, baik de .wasa maupun anak-anak, be .rhak 

me.ndapatkan bagian dari harta pe .ninggalan orang tua dan ke .rabatnya. Hal yang 

sama juga be .rlaku untuk pe.re .mpuan, tanpa me.mandang jumlah be.sar atau 

ke.cilnya harta. Se .bagaimana dite .gaskan dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' 

(4): 7, ayat ini me .nghapus adat jahiliah yang tidak me.mbe.rikan hak warisan 

ke.pada pe .re.mpuan dan anak-anak ke .cil.   
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Se.lain itu, Rasulullah saw. te.lah me .ne.rapkan hukum ke .warisan pada masa 

awal Islam. Ke .tika be .liau be .rsama para sahabat hijrah dari Me .kkah ke . Madinah, 

me.re .ka disambut de .ngan sukacita ole .h pe .nduduk Madinah, yang me .nye .diakan 

te.mpat tinggal, me .me.nuhi ke.butuhan harian, me .lindungi me.re .ka dari ancaman 

kaum Quraisy, dan me .mbantu me.nghadapi musuh. Untuk me.mpe .rkuat ikatan 

pe.rsaudaraan, Rasulullah me.njadikan pe .rsaudaraan ini se.bagai salah satu alasan 

pe.warisan. Se .bagai contoh, jika se .orang sahabat yang ikut hijrah tidak me .miliki 

ahli waris, maka harta pe.ninggalannya diwarisi ole.h wali yang juga ikut hijrah. 

Se.baliknya, ahli waris yang e .nggan hijrah tidak me.miliki hak atas warisan 

te.rse .but. Jika se.orang sahabat tidak me.miliki wali dari kalangan hijrah, maka 

warisannya dapat dibe .rikan ke .pada saudaranya dari pe .nduduk Madinah yang 

te.rikat hubungan pe .rsaudaraan.   

Menurut Usman dan Somawinata (2002: 4-5) dari kasus ini, dapat 

disimpulkan bahwa pada masa awal Islam, hak atas harta warisan dapat dimiliki 

me.lalui be.be.rapa se.bab: (a) adanya hubungan ke.rabat (القرابة), (b) pe.ngangkatan 

anak (التبني), (c) hijrah (الهجرة), dan (d) ikatan pe.rsaudaraan (المؤخة). Hal ini 

me.nunjukkan bahwa pe.warisan pada masa awal Islam tidak te.rbatas ke.pada laki-

laki de.wasa saja, te.tapi juga me.ncakup pe.re.mpuan dan anak-anak. Se .lain itu, pada 

akhirnya hukum ke .warisan Islam tidak lagi me.nge .nal siste.m janji prase .tia 

maupun pe.ngangkatan anak (adopsi). 

Te.laah Pe.rke.mbangan Hukum Ke.warisan Islam di Indone.sia 

1. Se.be.lum Masa Pe.me.rintahan Be.landa 

Menurut Rosyadi dan ahmad (2006: 74) se .be.lum masa pe.me.rintahan 

Be .landa, hukum Islam te .lah dite.rapkan se .cara luas ole.h ke.rajaan-ke .rajaan Islam 

di Nusantara, se .pe .rti Ke.rajaan Pasai, Cire .bon, De .mak, Buton, dan Te.rnate .. 

Se.bagian be .sar ke .rajaan te.rse .but me.nganut mazhab Syafi’i dan te .lah me .ne.rapkan 

norma-norma hukum Islam se .cara me .nye .luruh. Me.nurut Gibb dalam bukunya 

The. Mode .rn Tre .nds in Islam, yang dikutip ole .h A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais 

Ahmad, umat Islam me.naati hukum Islam kare .na me.nganggapnya se.bagai 

pe.rintah Allah dan Rasul-Nya. Ole .h kare .na itu, ke .tika se.se .orang me .ne.rima Islam 

se.bagai agamanya, me .re.ka otomatis me.ne .rima otoritas hukum Islam se.bagai 
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bagian dari hidupnya. Bagi umat Islam saat itu, hukum Islam dianggap se.bagai 

ke.he .ndak Allah dan tradisi Rasulullah. 

Hal ini se.jalan de .ngan te .ori syahadat atau dike .nal se.bagai te .ori krido, yang 

me.nyatakan bahwa pe .laksanaan hukum Islam adalah konse .kue.nsi logis dari 

pe.ngucapan dua kalimat syahadat (Syaukani, 2006: 67). Dalam ke .rajaan-ke.rajaan 

dan ke .sultanan-ke .sultanan Islam, dibe .ntuk badan pe .radilan yang be .rtugas 

me.me.riksa, me .ngadili, dan me.mutuskan pe .rkara se.suai hukum acara pe .radilan 

Islam (mukhasamat). Pe .laksanaan syariat Islam juga dile .ngkapi de .ngan institusi-

institusi ke.agamaan, se .pe.rti pe .ngadilan agama, yang dianggap se .bagai fardu 

kifayah (ke .wajiban sosial). De .ngan pe .nde .katan ini, hukum waris dite.rapkan 

se.bagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat, se .kaligus me.njadi 

bagian dari budaya hukum di Indone .sia pada masa itu (Rosyadi dan ahmad, 2006: 

67). 

Pe.ngadilan Agama di e .ra ke.rajaan-ke .rajaan te .rse .but te.rbukti e .fe .ktif dalam 

me.nye .le.saikan pe .rkara ke.warisan umat Islam. Pe.ne.rapan hukum Islam di 

Indone .sia didasarkan pada mazhab yang dianut ole.h para sultan, yang be.rhasil 

me.ngubah cara pandang dan ke.sadaran masyarakat me.njadi le.bih se.suai de.ngan 

ajaran Islam (syaukani, 2006: 76). Hukum Islam ke.mudian be .rke .mbang me .njadi 

adat yang diinte .grasikan dalam pe .rilaku ke.se .harian masyarakat.   

Se.bagaimana dikatakan ole.h masyarakat Ace .h, "Hukum Islam adalah adat 

kami, dan adat kami adalah hukum Islam." Di Minangkabau, be .rlaku kaidah, 

"Adat be .rse .ndikan syara', syara' be .rse .ndikan Kitabullah." Di Pulau Jawa, 

pe.ngaruh ajaran Islam be.gitu kuat se .hingga Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan 

qiyas dijadikan pe .doman ilmiah dan pe .rilaku masyarakat. De .ngan de .mikian, 

ke.rajaan dan ke .sultanan Islam di masa itu be.rhasil me.mbe.ntuk ke.be.ragamaan 

masyarakat Indone .sia yang taat dalam me .njalankan syariat Islam. 

2. Masa Pe.me.rintahan Be.landa (Pe.njajahan) 

Pada masa pe .me.rintahan Hindia Be .landa, pe .me.rintah me .ngakui 

ke.be .radaan hukum Islam di Indone .sia dan me .ngimple .me.ntasikannya de.ngan 

me.nge .mbangkan te .ori-te .ori te.rkait hukum dan adat masyarakat pribumi. Ke .tika 

Be .landa datang, hukum Islam te .lah dite.rapkan di Indone .sia, dan pe .me.rintah 

Hindia Be .landa te .tap me.ngakui ke .be.rlakuannya (Rosyadi dan ahmad, 2006: 76) 
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Salah satu langkah yang diambil adalah pe.nyusunan Staatsblad 1882 Nomor 152, 

yang me .ne.tapkan bahwa hukum agama Islam be .rlaku di kalangan rakyat pribumi. 

Hal ini me.rupakan hasil pe.ngamatan Van de .n Be .rg te .rhadap praktik hukum yang 

ada di masyarakat pada saat itu. 

Be .rikut adalah dua te .ori utama yang be .rke .mbang te .rkait hukum Islam 

pada masa te .rse .but: 

a) Te.ori Re.ce .ptie. in Comple.xu 

Dipe.rke .nalkan ole .h Lode.wijk Wille.m Christian van de .n Be .rg me .lalui 

bukunya Muhammadagch Re.cht (1884), te .ori ini me.nyatakan bahwa hukum 

Islam be .rlaku se .cara pe .nuh bagi masyarakat Islam Indone .sia, me.skipun ada 

pe.nyimpangan ke .cil (Thalib, 1980: 7). Inti dari te .ori ini adalah bahwa se .tiap 

se.ngke .ta antara orang-orang Islam dise.le.saikan be.rdasarkan hukum Islam, 

dan hakim E .ropa di pe .ngadilan tinggi juga me .nggunakan hukum agama, adat, 

dan ke .biasaan te .rse.but. Se.lain itu, orang Arab dan Cina yang dipe .rsamakan 

de.ngan masyarakat Islam Indone .sia tunduk pada hukum yang sama  

(Sostroatmojo dan ulawi, 1978: 11). Me.nurut Muhammad Daud Ali, hukum 

Islam pada masa awal pe.me .rintahan Hindia Be .landa diakui se .bagai hukum 

positif dan se.jajar de .ngan hukum adat. Bahkan se .jak zaman VOC, se .pe.rti yang 

te.rce .rmin dalam Compe.ndium Fre .ije.r, hukum adat hanya be .rlaku jika 

dite.rima atau dire .se .psi ole.h hukum Islam (Ali, 2002: 225). 

b) Te.ori Re.ce .ptie. 

Dike.mbangkan ole .h Christian Snouck Hurgronje ., pe.nasihat pe.me.rintah 

Hindia Be .landa, te .ori ini me.ngkritik re .ce .ptie. in comple .xu. Me.nurut te.ori 

re .ce.ptie., hukum yang be .rlaku bagi umat Islam adalah hukum adat masing-

masing (Syaukani, 2006: 71). Hukum Islam hanya dapat be .rlaku jika te.lah 

diadopsi atau dire .se.psi ole.h hukum adat (Rosyadi dan Ahmad, 2006: 76). 

Te.ori ini be.rasumsi bahwa me.nde .katkan ke .budayaan pribumi de.ngan budaya 

E.ropa akan me .mpe .rmudah pe.njajahan dan me .njaga stabilitas ke.kuasaan. Ole.h 

kare .na itu, pe.me.rintah Hindia Be .landa me .ndukung golongan hukum adat 

untuk me.mpe.rkuat hubungan de .ngan pe .me.rintah kolonial. Te .ori ini 

be.rdampak pada ke .we.nangan pe .ngadilan agama, te .rutama di Jawa dan 

Madura. Me .lalui Staatsblad 1937 No. 116 dan No. 610, ke .we.nangan 
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pe.ngadilan agama dalam pe.rkara waris dialihkan ke . pe.ngadilan umum, 

de.ngan alasan bahwa hukum waris be .lum dianggap se .bagai bagian dari 

hukum adat (Tohari, 2013: 11). 

Ke .dua te .ori ini me.nce .rminkan upaya pe .me.rintah Hindia Be .landa untuk 

me.ngatur hukum di Indone.sia de.ngan me .nye .imbangkan hukum Islam dan adat 

dalam siste.m kolonial. 

3. Masa Pe.me.rintahan Indone.sia 

Ke .tika bangsa Indone .sia me .nyatakan ke .me .rde.kaannya pada 17 Agustus 

1945, pe.ngaruh be .sar te .rhadap siste.m hukum di Indone.sia mulai tampak. Pada 18 

Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Ne .gara Re.publik Indone .sia Tahun 1945 

disahkan ole.h Panitia Pe.rsiapan Ke .me.rde .kaan Indone .sia. Pasal II Aturan 

Pe.ralihan dalam UUD 1945 me.ne.gaskan bahwa hukum kolonial Be.landa te.tap 

be.rlaku se .lama tidak be.rte .ntangan de .ngan UUD 1945. Hazairin 

me.nginte .rpre .tasikan bahwa hukum kolonial Be .landa yang be .rakar pada te.ori 

re .ce.ptie. tidak lagi re .le .van dan harus dihapus kare .na be .rte .ntangan de .ngan Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul, konse.p ini dike.nal se.bagai te .ori re .ce .ptie. e.xit.   

Mayoritas masyarakat Indone .sia yang be .ragama Islam me .ndukung 

pe.ne .rapan hukum Islam se.bagai bagian dari hukum nasional. Upaya ini 

diwujudkan me.lalui se.minar nasional dan pe .nggabungan hukum Islam se.bagai 

salah satu sumbe .r hukum, se .lain hukum E .ropa dan hukum adat. Salah satu tokoh 

pe.nting dalam pe .mbaruan hukum ke.warisan adalah Prof. Hazairin, yang 

me.nce .tuskan te.ori ke .warisan bilate.ral se .rta konse .p mawali-nya.   

Hazairin me .nolak te .ori re.ce .ptie. yang dice .tuskan ole.h Snouck Hurgronje . 

pada akhir abad ke .-19, yang me .nurutnya te .lah me .nyingkirkan hukum Islam ole.h 

hukum adat. Ia de .ngan te.gas me .nye .but te.ori te.rse.but se.bagai "te .ori iblis" dan 

me.nggagas te .ori re .ce.ptie. e.xit (Hazairin, 1968: 5). Murid Hazairin, Sajuti Thalib, 

me.nge .mbangkan konse .p ini le.bih lanjut me.lalui te.ori re .ce .ptie. a contrario, yang 

me.ne .gaskan bahwa:   

a) Hukum Islam be .rlaku bagi umat Islam,  

b) Hukum te.rse .but se.jalan de.ngan ke .yakinan, cita-cita moral, dan hukum umat 

Islam,  
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c) Hukum adat hanya be .rlaku jika tidak be .rte.ntangan de.ngan ajaran Islam (sajuti, 

1993: 15-17). 

Pe.mbaruan hukum ke .warisan me.nurut Hazairin me.liputi:   

a) Ahli waris pe.re.mpuan me.miliki hak yang se .tara de.ngan laki-laki dan dapat 

me.nghalangi ahli waris de.ngan hubungan le .bih le.mah. Anak laki-laki dan 

pe.re .mpuan sama-sama me.nghalangi saudara dalam pe.mbagian warisan.  

b) Hubungan ke .warisan me .lalui garis laki-laki dan pe.re .mpuan dianggap se .tara, 

se.hingga konse .p ahshabah dan zawu al-arham tidak diakui.  

c) Cucu dapat me .njadi ahli waris pe .ngganti dan me .ndapatkan bagian yang sama 

se.pe .rti orang tuanya jika orang tua te .rse.but te.lah me.ninggal le.bih dahulu 

daripada pe .waris.  

d) Hazairin me.mbagi ahli waris me.njadi tiga ke.lompok: zawi al-faraid (ahli 

waris de.ngan bagian yang dite.tapkan Al-Qur'an), zawu al-qarabat (ahli waris 

yang tidak te.rmasuk zawu al-faraid), dan mawali (ahli waris pe.ngganti 

be.rdasarkan Q.S. an-Nisa: 33). Konse.p mawali me.mungkinkan cucu atau 

ke.turunan lain me.nggantikan posisi ahli waris yang te.lah me.ninggal le.bih dulu 

dari pe.waris (sajuti, 1993: 81-17). 

e) Pada akhir 1989, De.wan Pe.rwakilan Rakyat dan pe.me.rintah me.ne.tapkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 te.ntang Pe.radilan Agama, yang 

me.mbe.rikan ke.we.nangan ke.pada pe.ngadilan agama dalam me.nangani 

pe.rkara se.pe.rti pe.rkawinan, waris, wasiat, wakaf, dan hibah be.rdasarkan 

hukum Islam. Undang-undang ini ke.mudian diame.nde.me.n de.ngan UU 

Nomor 3 Tahun 2006, me.mpe.rluas ke.we.nangan pe.ngadilan agama hingga 

me.ncakup e.konomi syariah (Muhibbudin, 2009: 172). 

Dalam rangka me.mpositifkan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) disusun se.bagai pe.doman hukum bagi para hakim pe.ngadilan agama, untuk 

me.mastikan adanya ke.satuan dan ke.pastian hukum. KHI te.rdiri dari tiga buku: 

Buku I te.ntang Pe.rkawinan, Buku II te.ntang Ke.warisan, dan Buku III te.ntang 

Pe.rwakafan. De.ngan KHI, se.mua hakim diarahkan untuk me.miliki pe.rse.psi yang 

sama dalam pe.ne.gakan hukum, se.hingga me .ngurangi pe.rbe .daan putusan antar 

pe.ngadilan agama. 
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f) Prose.s pe.mbe.rlakuan hukum be.rtujuan untuk me.nciptakan ke.taatan hukum. 

Soe.rjono Soe.kanto me.nje.laskan bahwa te.rdapat tiga je.nis ke.be.rlakuan 

hukum, yaitu ke.be.rlakuan yuridis, filosofis, dan sosiologis (soerjono, 1983: 

29). Ke.be.rlakuan yuridis be.rkaitan de.ngan ke.pastian hukum, yang me.njadi 

dasar aturan te.rse.but. Namun, jika tidak diiringi ke.be.rlakuan sosiologis, 

hukum hanya me.njadi aturan tanpa manfaat nyata. Ke.be.rlakuan filosofis 

me.ngacu pada hukum se.bagai gagasan atau ide. yang me.mbutuhkan 

ke.be.rlakuan yuridis agar dapat dite.rapkan se.cara praktis. Se.dangkan 

ke.be.rlakuan sosiologis me.nye.ntuh aspe.k manfaat hukum di masyarakat, yang 

me.me.rlukan ke.pastian dan rasa ke.adilan untuk be.rfungsi se.cara e.fe.ktif.   

Dalam konte.ks Kompilasi Hukum Islam (KHI), Abdul Gani Abdullah 

me.nyoroti bahwa KHI, yang dibe.rlakukan me.lalui Instruksi Pre.side.n Nomor 1 

Tahun 1991 dan Ke.putusan Me.nte.ri Agama Nomor 154 Tahun 1991, me.miliki 

posisi yang dile.matis dalam tata hukum Indone.sia. Di satu sisi, Inpre.s te.rse.but 

e.fe.ktif digunakan dalam praktik di Pe.ngadilan Agama se.bagai bagian dari hukum 

positif. Namun, se.cara hie.rarki, Inpre.s tidak te.rmasuk dalam kate.gori instrume.n 

hukum dominan.   

Ismail Suny me.nambahkan bahwa hukum mate.riil yang diatur dalam KHI, 

se.pe.rti hukum pe.rkawinan, ke.warisan, dan pe.rwakafan (UU No. 7 Tahun 1989), 

dapat dibe.rlakukan me.lalui Instruksi Pre.side.n kare.na didasarkan pada Pasal 4 ayat 

(1) UUD 1945 yang me.mbe.ri Pre.side.n ke.we.nangan me.njalankan pe.me.rintahan. 

Ole.h kare.na itu, me.skipun KHI bukan bagian dari tata urutan pe.raturan 

pe.rundang-undangan formal, ia dianggap se.bagai hukum tidak te.rtulis yang diakui 

se.bagai hukum hidup di masyarakat Indone.sia.   

Dari sudut pandang hukum Islam, Buku I dan Buku III KHI se.jalan de.ngan 

undang-undang yang le.bih tinggi, se.pe.rti UU Nomor 1 Tahun 1974 te.ntang 

Pe.rkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 te.ntang Pe.rwakafan. Hal ini 

me.mungkinkan KHI me.njadi bagian dari hukum te .rtulis. Namun, Buku II KHI, 

yang me .mbahas ke .warisan, ce .nde.rung be .rsifat se.bagai hukum tak te.rtulis kare .na 

me.rupakan hasil pe .ne .muan hukum baru be .rdasarkan praktik masyarakat dan 

yurisprude .nsi. Salah satu contohnya adalah norma hukum wasiat bagi ahli waris 
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non-Muslim, yang be .lum se .cara e .ksplisit diatur dalam KHI te .tapi te.lah dite .rapkan 

dalam praktik pe .ngadilan.   

Se.cara prinsip, KHI be.rtujuan me .wujudkan ke.maslahatan manusia, 

se.jalan de .ngan te .ori maslahah dalam hukum Islam. Hukum Islam dirancang untuk 

me.mastikan ke .maslahatan umat manusia, baik yang didukung ole .h nash maupun 

hasil ijtihad yang dapat me.wujudkan ke .adilan sosial. Se.baliknya, ijtihad yang 

tidak me .njamin maslahat atau malah me .nimbulkan ke .mudaratan harus ditolak. 

Dalam praktiknya, KHI be.rfungsi se .bagai sumbe.r hukum pe.ndukung utama di 

Pe.ngadilan Agama, me .mbantu hakim dalam me .me.riksa dan me .mutuskan pe.rkara, 

me.skipun statusnya be .lum se.kuat pe .raturan pe .rundang-undangan lainnya. 

Te.laah Sosio Antropologis Te.rbe.ntuknya Hukum Ke.warisan Islam 

Hukum ke.warisan dalam Islam te.rbe.ntuk me.lalui prose.s panjang yang tidak 

hanya be.rsifat te.ologis, te.tapi juga dipe.ngaruhi ole.h konte.ks sosial dan antropologis 

masyarakat Arab pada masa pra-Islam hingga masa awal pe.nye.baran Islam. Te.laah 

sosio-antropologis ini me.mbe.rikan pe.mahaman yang le.bih me.ndalam me.nge.nai latar 

be.lakang dan dinamika yang me.latarbe.lakangi pe.mbe.ntukan hukum ke.warisan 

dalam Islam. 

Se.be.lum Islam, masyarakat Arab hidup dalam siste.m patriarki yang kuat. 

Ke.kuasaan, ke.kayaan, dan hak warisan didominasi ole.h laki-laki de.wasa yang 

me.miliki ke.mampuan untuk me.mpe.rtahankan suku dan kabilah me.re.ka me.lalui 

ke.kuatan fisik, pe.rang, dan strate.gi milite.r. Pe.re.mpuan dan anak-anak, dalam 

konte.ks ini, se.ring kali dipinggirkan dari hak atas harta warisan. Bahkan, dalam 

be.be.rapa tradisi, pe.re.mpuan dipe.rlakukan se.bagai bagian dari harta yang dapat 

diwariskan. 

Islam hadir untuk me.ngubah tatanan sosial yang tidak adil te.rse.but. Me.lalui 

wahyu-wahyu Al-Qur'an, se.pe.rti dalam Q.S. an-Nisa' (4): 7, hukum ke.warisan Islam 

me.ngakui hak pe.re.mpuan dan anak-anak atas harta warisan. Pe.mbagian warisan 

be.rdasarkan ke.te.ntuan dalam Al-Qur'an me.mpe.rke.nalkan konse.p ke.adilan distributif 

yang tidak hanya me.mpe.rtimbangkan hubungan ke.ke.rabatan, te.tapi juga ke.butuhan 

dan tanggung jawab sosial masing-masing ahli waris. 

Prose.s pe.nge.mbangan hukum ke.warisan dalam Islam tidak hanya me.nce.rminkan 

prinsip-prinsip unive.rsal se.pe.rti ke.adilan dan ke.se.imbangan, te.tapi juga 
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me.nce.rminkan adaptasi te.rhadap ke.butuhan masyarakat pada waktu itu. Misalnya, 

dalam konte.ks masyarakat Indone.sia, hukum ke.warisan Islam be.radaptasi de.ngan 

tradisi lokal me.lalui inte.grasi hukum adat dan norma Islam, yang ke.mudian 

dile.galkan dalam be.ntuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini me.nunjukkan 

bahwa hukum ke.warisan Islam be.rsifat dinamis dan dapat me.nye.suaikan diri de.ngan 

pe.rke.mbangan sosial budaya masyarakat. 

 

D. Ke.simpulan 

Hukum ke.warisan dalam Islam te.rbe.ntuk me.lalui pe.rjalanan panjang yang 

me.libatkan be.rbagai dime.nsi te.ologis, historis, dan sosio-antropologis. Siste.m ini 

me.mbe.rikan pe.ngaturan yang kompre.he.nsif te.ntang pe.mindahan harta pe.ninggalan 

dari pe.waris ke.pada ahli waris, yang didasarkan pada prinsip ke.adilan, tanggung 

jawab, dan ke.se.imbangan. Islam me.mpe.rke.nalkan re.formasi be.sar te .rhadap siste.m 

ke.warisan yang se.be.lumnya didominasi ole.h nilai-nilai patriarki dan ke.tidakadilan, 

te.rutama te.rhadap pe.re.mpuan dan anak-anak, de.ngan me.ne.tapkan hak-hak me.re.ka 

se.cara e.ksplisit dalam Al-Qur'an.  

Pe.ne.rapan hukum ke.warisan Islam di be.rbagai e.ra me.nunjukkan fle.ksibilitas 

dan adaptabilitasnya te.rhadap pe.rubahan sosial budaya. Pada masa awal Islam, 

hukum ini me.ne.gaskan pe.ntingnya inklusivitas dan pe.rlindungan hak untuk se.mua 

golongan masyarakat. Di Indone.sia, hukum ke.warisan Islam te.lah dise.suaikan 

de.ngan budaya lokal, yang ke.mudian diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Prose.s ini me.nce.rminkan ke.mampuan hukum Islam untuk be.rinte.grasi 

de.ngan tradisi lokal tanpa me.nghilangkan prinsip dasarnya.  

Namun, pe.laksanaan hukum ke.warisan se.ring kali me.nghadapi tantangan, 

te.rutama te.rkait de.ngan pe.mahaman dan imple.me.ntasinya yang tidak me.rata. 

Masalah-masalah se.pe.rti pe.mbagian yang adil, pe.ngakuan hak ahli waris te.rte.ntu, 

dan pe.nye.le.saian se.ngke.ta ke.warisan masih me.njadi isu yang pe.rlu dipe.rhatikan.  

Me.lalui te.laah se.jarah, sosio-antropologis, dan yuridis, hukum ke.warisan 

Islam te.lah te.rbukti me.njadi siste.m hukum yang tidak hanya be.rakar pada nilai-nilai 

re.ligius te.tapi juga re.le.van untuk me.njawab tantangan sosial. De .ngan de.mikian, 

pe.mahaman yang me.ndalam te.ntang prinsip-prinsip ke.warisan Islam dan 
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pe.ne.rapannya di be.rbagai konte.ks dapat me.mbe.rikan solusi yang adil dan 

be.rke.lanjutan bagi masyarakat Muslim. 
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